-Menimbang

~ BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
. PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
: NOMOR 15 TAHUN 2026

- TENTANG -

. PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, -

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
.Kabupéten Kepulalian Seldyar ‘Nomor 2 Tahun 2026 tentang

; "Pertanggungjawéban Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan
Belanja ‘Daerah = Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Peratﬁran - Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

] "Pelaksana}m 'Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
‘Anggaran 2025; |

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undéng Dasar Negara Republik
Indohesia Tahun 1945; ; : ‘
2] 'Uhdahg-Un'dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Négafa ‘Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonssia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

" Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandenii




Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
‘Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi -

Undang-Undang (Lembaran ' Negara = Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516); ‘ ‘ '
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
‘-Indonesia‘ Tahun ' 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

G (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400); » : : ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran = Negara

_Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah- heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 ‘ten_tang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara,Repubiik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 7153); ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran = Negara  Republik = Indonesia
Nomor 6757); ‘

Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7077);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
. Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

.. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesié Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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14.
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16.
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Peraturan Perherintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengmiraéan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020
,tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
| (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
‘ Daerah Kabupaten =~ Kepulauan Selayar ~Tahun 2022 |
/ Nomoi- 119, També.han‘ Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 53); ; _ ‘
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2
- Tahun 2026  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2026 NomorQ);

MEMUTUSKAN :’
- PERATURAN BUPATI .~ TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

a.

“Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

pendapatan :

1. setelah perubahan : Rp 1.020.259.175.020,00

2. bertambah/berkurang : Rp 34.352.547.506,85
jumlah realisasi pendapatan  : Rp = 985.906.627.513,15

rbelanja - ‘ ‘

1. setelah perubahan : Rp 916.404.379.290,49

2. bertambah/berkurang : Rp 658.986.016.487,29
jumlah realisasi belanja : Rp 857.418.362.803,20

transfer : A : ,‘

1. - setelah perubahan . - ' . .:"Rp  122.559.212.820,00

2. bertambah/berkurang . : Rp 761.246.537,00

jumlah realisasi transfer ~ : Rp -~ 121.797.966.283,00
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d. pembiayaan
1. p_erie_rimaan
" a) setelah perubahan. i Rp 18.704417.09049
b) bertambah/berkurang . : Rp 0,00
jumlah realisasi peneﬁmaar} : Rp 18.704.417.090,49

2. pengeluaran:

a) setelah perubahan =~ : Rp .' 0,00
b) bertambah/berkurang ~~ : Rp 0,00
jumlah realisasi pengeluaran et Rp Ceie 240,00
3. Jumlah pembiayaannetto ~  : Rp 18.704.417.090,49
Pasal 2

Rincian Penjébaran VPertanggungjaﬁraban Pelaksanaan _APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. ‘

; - Pasal 3
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan ‘Selayar‘.

Ditétapkan di Benteng
rtanggal 31 Agustus 2026

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 31 Agus

q/r;.\‘AﬁJP,q~
pj. SEKRETARIS DAERAF

%UEATEN KEPULAUAN SELAYAR
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026 NOMOR 904



